SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa berdasarkan Pasal 320 ayat {1} Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala
daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan
dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 {enam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjech dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Repubik Indonesia Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



10.

11.

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4355};
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik iIndonesia Nomor 4400};

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438};
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



13.

14.

15,

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaran Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693j;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negera Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5611 Tahun 2017
tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan
Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016;
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
2016 Nomor 1);



21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun Anggaran 2016 {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2016 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Menetapkan

dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

(1} Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan

memuat:

a.
b.

@ ™0 a0

Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Neraca;

Laporan Operasional;

Laporan Arus Kas;

Laporan Perubahan Ekuitas;dan

Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilampiri

dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha
Milik Daerah /Perusahaan Daerah.



Pasal 2
Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:
........................................ Rp. 10.440.618.930.401,00

9.476.423.914.544,50
964.195.015.856,50

G PeEMDIEYVBAN. cus s sonsvassons, v sssmssmmssses

~ PERETIIABAN ;.. ns cniioor dinsinris mi biimannsins oo Rp. 536.275.841.422,62
- Pengeluaran.......c.ccccooeeiiiiiiiiiiinnnnn. Rp. 332.611.537.736,00
SiLPA sebelum koreksi.......coevvevieenen.n. Rp. 1.167.859.319.543,12
Koreksi SiLPA Rp (510.265.082,00)
SiLPA setelah koreksi..........ccccevvnunenne. Rp. 1.167.349.054.461,12
Pasal 3

Uraian laporan reatisasi APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan  realisasi pendapatan  sejumlah

Rp. 384.791.105.533,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan setelah

PETUPAIEAT  ovs svesss s pssvs e wwsvis Rp. 10.055.827.824.848,00
b. Realisasi Rp. 10.440.618.930.401,00
Selisth lebih ..oooooiiiiiiiiiiiaaen, Rp. 384.791.105.553,00

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah

Rp. (704.329.861.698,50 ) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja setelah

perubahan Rp 10.180.753.776.243,00
b. Realisasi Rp. 9.476.423.914.544.50
Selisih KUTENE .cnss comvrsasssannsss s Rp. (704.329.861.698,50)
. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah

Rp.1.167.349.054.461,12 dengan rincian sebagai berikut :

964.195.015.856,50
203.664.303.686,62

1.167.859.319.543,12
(510.265.082,00)

a. Surplus setelah perubahan Rp.
b. Realisasi Pembiayaan Rp.
c. Silpa Sebelum Koreksi Rp.
d. Koreksi Silpa TA.2016 Rp.

Silpa Setelah Koreksi ............... Rp.

1.167.349.054.461,12



4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp. 1.000.000,62 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan...........c....c........ Rp. 536.274.841.422,00
b. Realisasi Rp. 536.275.841.422,62
Selisih lebih.......cocevviiiiiiiieiineiennnns Rp. 1.000.000,62

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp. 78.737.352.291,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan......................... Rp. 411.348.890.027,00
b. Realisasi Rp. 332.611.537.736,00
T T ol E Lo Lo S ——— Rp. 78.737.352.291,00

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan mneto sejumlah
Rp78.738.352.291,62 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan neto

setelall perabalian ;s svesssomsss Rp. 124.925.951.395,00

b. Realisasi pembiayaan neto Rp. 203.664.303.686,62

Selisih lebih .......oceiiiiiii. Rp. 78.738.352.291,62
Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Lebih Anggaran pada Pasal 1 huruf b Tahun
2016 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal...................... Rp. 536.274.841.422,62
b. Saldo Anggaran Lebih Akhir...................... Rp.1.167.349.054.461,12

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember
Tahun 2016 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Rp. 14.152.149.422.267,70
b. Jumlah Kewajiban Rp. 971.274.195.766,00
c. Jumlah Ekuitas Rp. 13.180.875.226.501,70



Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per
31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

a.

b.

Pendapatan .........cccccoeeviniiiiiiiiiciiinnnnnens Rp. 8.464.625.327.077,20

BODEH oo smunaionms ommssssms i 4iis s il is Rp. 6.748.268.813.256,76

Surplus/Defisit dari Kegiatan

Operasional........cccoceeverierirerniiennennnnnnnn. Rp. 1.716.356.513.820,44
. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non

COperamiontl o covommsn s savvussssns s vosesmsn sesesra Rp. 0,00
. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa ......... Rp. (2.002.321.560,00)

Surplus/Defisit Laporan Operasional........ Rp. 1.714.354.192.260,44

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai

berikut:
a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2016 Rp. 523.953.280.645,62
b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 1.983.253.448.663,50
c. Arus kas dari aktivitas investasi Rp (1.019.855.142.610,00)
d. Arus Kas dari aktivitas pendanaan Rp. (332.610.537.736,00)
e. Arus Kas dari aktivitas non anggaran Rp. {(79.899.137,00)
f. Saldo Kas Akhir per

31 Desember 2016 Rp. 1.167.802.588.568,12

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf

f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai

berikut:
a. Ekuitas Awal Rp.10.667.608.664.290,70
b. Surplus/Defisit - LO Rp. 1.714.354.192.260,44
c. Koreksi Ekuitas Rp. (56.296.897.867,09)
d. Dampak Kumulatif Perubahan

Kebijakan/Kesalahan Mendasar... Rp. 855.209.267.817,67

Ekuitas Akhir .......cccccoevviiinininnns Rp.13.180.875.226.501,70



Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1
huruf g Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif

maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran

Lampiran I.1 . Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut
urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut
urusan Pemerintahan Daerah, organisasi,
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah,
menurut urusan Pemerintahan Daerah,
organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka

pengelolaan keuangan negara;

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Lampiran III : Laporan Opersional;

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;

e. Lampiran V : Neraca;

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;

g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;

h. Lampiran VII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;

i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tak
tertagih;

j- Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan
dana bergulir;

k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

1. Lampiran XII  : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan

pengurangan aset tetap daerah;

m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;



n. Lampiran XIV  : Daftar rekapitulasi kontruksi dalam pekerjaan;

o. Lampiran XV  : Daftar rekapitulasi aset tetap lainnya;

p.- Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;

q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;

r. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka panjang;

s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan
sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran berikutnya;

t. Lampiran XX : Daftar Ikhtisar laporan keunangan Badan Usaha

Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(2) terdiri dari:

a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan
Daerah tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai rincian lebih lanjut dari
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016.



Pasal 13
Peraturan Daerah int mulai bertaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 25 Agustus 2017
GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd

TENGKU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan
pada tenggal 25 Agustus 2017

Pit. SEKRETARIS PAERAH PROVINS! SUMATERA UTARA,

ttd
IBNU SRI HUTOMO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017 NOMOR

m\ !s

Salinan Sesuai I)engan Aslinya
KEFALA BIRQ HUKUM,
\ i \
J

N

g

SULAIMAN |
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19560227 198003 1 004

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA: {4/140/2017)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

1. PENJELASAN UMUM
Sebagai Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Fengelolaan Keuangan Daerah.

b. Feraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Fedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas
Pasal 2 :
hurufa : Pendapatan terdiri dari :
- Pendapatan Asli Daerah Rp. 4.954.833.100.869,00
- Pendapatan Transfer Rp. 5.258.940.079.069,00
- Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 226.845.750.463,00
Rp.10.440.618.930.401,00
huraf b : Belanja terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung Rp. 7.037.202.954.813,00
- Belanja Langsung Rp. 2.439.220.959.731,50
Jumlah Belanja Rp 9.476.423.914.544,50

Surplus Rp. 964.195.015.856,50



hurufc : Pembiayaan terdiri :
Penerimaan Pembiayaan Daerah :
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Lalu Rp. 536.274.841.422,62
- Penerimaan Piutang Daerah Rp. 1.000.000.,00

Jumlah Penerimaan Pembiyaan
Daerah Rp. 536.275.841.422,62

Pengeluaran Pembiayaan Daerah :

- Transfer ke dana cadangan Rp. 0.00
- Penyertaan Modal Rp. 332.611.537.736,00
- Pembayaran Hutang Pokok
Yang Jatuh Tempo Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 203.664.303.686,62
Pasal 3
ayat {1} : Cukup Jelas

ayat (2): Cukup Jelas

ayat {3) butir a :Surplus setelah perubahan Rp. 964.195.015.856,50
butir b :Cukup Jelas

ayat (4): Cukup Jelas

ayat (5): Cukup Jelas

Pasal 4 :  Cukup Jelas

Pasal 5

Hurufa:  Aset terdiri dari ;

- Aset Lancar Rp. 2.125.870.764.482,86
- Investasi Jangka Panjang Rp. 2.643.232.669.499,30
- Aset Tetap Rp. 8.848.728.141.283,00
- Aset Lainnya Rp. 534.317.847.002,51

Hurufb: Kewajiban terdiri dari :
- Kewajiban Jangka Pendek Rp. 971.274.195.766,00

- Kewajiban Jangka Panjang Rp. 0,00



Hurufc : Cukup Jelas

Pasal 6

Huruf a: Cukup Jelas

Hurufb : Cukup Jelas

Hurufc : Cukup Jelas

Hurufd : Cukup Jelas

Pasal 7
Huaruf f :  Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2016 terdiri dari :

- Kas Daerah Rp.1.154.661.149.826,12
- Kas di BLUD Rp. 9.650.962.149,00
- Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 3.412.129.613,00
- Kas di Bendahara Penerimaan Rp. 78.346.980,00

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 :  Cukup jelas

Pasat 10 :  Cukup jelas

Pesal 11 :  Cukup jelas

Pesal 12 : Cukup jelas

P:sal 13 :  Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017 NOMOR 34



